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BUPATILAMANDAU

PR0VINSI KALIMANTAN TESffGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR ^(o TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJtJK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG BiETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat
(9), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19
ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disusun ketentuan
pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Umbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranJ^egara
Republik Indonesia Nomor 5679);


































